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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Pengaturan Hukum terhadap Keterlibatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Jaringan Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan pelaku dalam jaringan narkotika tidak berdiri pada satu istilah “jaringan”, tetapi dibangun dari bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam hukum positif. Hukum membedakan penguasaan, pembelian, penerimaan, penjualan, perantaraan, penyerahan, percobaan, dan permufakatan jahat. Pembedaan ini diperlukan karena setiap pelaku dapat memiliki kontribusi berbeda dalam rantai peredaran. Penentuan pasal harus bertolak dari tindakan konkret, pengetahuan, tujuan penguasaan, dan hubungan pelaku dengan pihak lain, bukan hanya dari adanya perkenalan dengan orang yang disebut penjual narkotika.

IPDA Zunaedy F. Purba, S.H. menjelaskan bahwa penyidik harus mengurai posisi Mhd. Roni secara individual sebelum menyebutnya bagian dari jaringan. Fakta bahwa sabu diperoleh dari Ijal dan disebut akan diserahkan kepada orang lain merupakan petunjuk awal, tetapi petunjuk itu perlu diuji melalui barang bukti, keterangan saksi, komunikasi, serta kronologi transaksi. AIPDA Martin Sidabutar menambahkan bahwa penyusunan BAP harus memisahkan fakta yang diketahui langsung tersangka dari informasi yang hanya didengar dari Saroh atau pihak lain agar kekuatan pembuktiannya tidak disamakan.

Asas legalitas mengharuskan setiap konstruksi keterlibatan diarahkan pada rumusan delik yang jelas. Sebutan sebagai “anggota jaringan” bukan unsur delik yang berdiri sendiri dan tidak dapat menggantikan pembuktian perbuatan yang dilarang. Karena itu, penyidik wajib menentukan apakah tersangka menguasai narkotika, membeli untuk dirinya sendiri, menerima titipan, menjadi penghubung, atau menyerahkan kepada pihak lain. Ketepatan kualifikasi mencegah seseorang dibebani ancaman pidana yang lebih berat hanya karena mempunyai relasi sosial dengan penjual atau pengguna narkotika.

Dalam perkara Mhd. Roni, terdapat beberapa kemungkinan peran yang harus diuji secara alternatif. Barang bukti berada dalam penguasaannya, ia mengaku memperoleh sabu dari Ijal, dan terdapat keterangan bahwa barang akan diberikan kepada seseorang di pelabuhan. Menurut kedua narasumber, fakta tersebut belum boleh disatukan secara otomatis menjadi kesimpulan pengedaran. Penyidik harus membuktikan maksud penyerahan, asal uang, komunikasi sebelumnya, serta apakah tersangka memperoleh keuntungan atau sekadar memenuhi permintaan orang lain.

Narkotika merupakan zat atau obat yang mempunyai manfaat terbatas bagi pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi berpotensi menimbulkan ketergantungan. Kedudukan tersebut membuat setiap perbuatan terhadap narkotika harus memiliki hak atau dasar yang sah. Dalam konteks jaringan peredaran, objek narkotika perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium agar penyidik tidak hanya bertumpu pada bentuk fisik, sebutan masyarakat, atau pengakuan. Kepastian jenis dan golongan barang menjadi titik awal untuk menentukan pasal, ancaman pidana, dan arah pengembangan perkara.

AIPDA Martin Sidabutar menerangkan bahwa satu plastik klip yang diduga berisi sabu harus dijaga identitas dan keutuhannya sejak penyitaan sampai pemeriksaan laboratorium. Berat bersih, jenis zat, tempat ditemukan, dan hubungan barang dengan tersangka harus tercatat konsisten. IPDA Zunaedy menegaskan bahwa hasil laboratorium membuktikan sifat barang, sedangkan peran tersangka tetap harus dibangun dari alat bukti lain. Dengan demikian, pembuktian objek narkotika dan pembuktian keterlibatan jaringan merupakan dua lapis analisis yang saling melengkapi tetapi tidak boleh dipertukarkan.

Penggolongan narkotika menentukan tingkat pengawasan dan rumusan sanksi. Sabu ditempatkan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman sehingga penguasaan dan transaksi tanpa hak dikenai pengaturan yang ketat. Penggolongan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan peran pelaku, tetapi memastikan objek yang menjadi dasar delik. Oleh karena itu, penyidik perlu memisahkan pertanyaan mengenai “barang apa yang ditemukan” dari pertanyaan mengenai “apa yang dilakukan tersangka terhadap barang tersebut”. Pemisahan ini menjaga analisis unsur tetap terstruktur dan dapat diuji.

Dalam studi kasus, penyidik menemukan plastik klip transparan yang diduga berisi sabu bersama satu telepon genggam. Menurut IPDA Zunaedy, setelah identitas barang dipastikan, pemeriksaan beralih pada asal, tujuan, dan pola penguasaan. AIPDA Martin menjelaskan bahwa keterangan tersangka mengenai pembelian seharga Rp30.000,00 perlu dibandingkan dengan berat barang dan fakta penyerahan. Jumlah yang kecil dapat relevan untuk memahami skala perbuatan, tetapi tidak otomatis mengubah pembelian atau perantaraan menjadi penggunaan bagi diri sendiri.

Hukum hanya membenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan tertentu yang ditentukan peraturan. Di luar ruang tersebut, unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi dasar penting dalam delik narkotika. Pembuktian unsur ini biasanya tidak sulit ketika pelaku tidak mempunyai izin, resep, atau kewenangan, tetapi penyidik tetap perlu menguraikannya dalam berkas. Unsur tanpa hak tidak boleh dianggap otomatis hanya karena barang ditemukan; hubungan tersangka dengan barang dan kesadarannya terhadap sifat narkotika juga perlu dibuktikan.

Mhd. Roni tidak disebut memiliki kewenangan sah untuk membeli atau menguasai sabu. Keterangan mengenai perolehan dari Ijal pada malam hari, pembayaran atau utang Rp30.000,00, dan rencana penyerahan kepada orang lain memperlihatkan konteks nonmedis. AIPDA Martin menyatakan bahwa tersangka perlu ditanya apakah mengetahui barang tersebut sabu dan bagaimana ia mengenali penjual. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa jawaban rinci tentang bentuk, harga, cara menerima, dan tujuan membawa barang dapat memperkuat unsur kesadaran serta menutup kemungkinan penguasaan yang tidak diketahui.

Penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman diatur sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara tanpa hak. Delik ini menitikberatkan pada hubungan faktual antara orang dan barang. Namun penguasaan tidak selalu identik dengan kepemilikan ekonomis; seseorang dapat menguasai barang milik pihak lain. Dalam perkara jaringan, Pasal 112 dapat menjadi dasar ketika bukti menunjukkan kontrol atas barang, sedangkan tujuan transaksi atau penyerahan belum terbukti secara memadai.

Barang bukti dalam perkara Mhd. Roni disebut ditemukan pada telepon genggam miliknya dan diakui diletakkan sendiri. Fakta tersebut relevan untuk penguasaan fisik. Menurut kedua narasumber, penyidik masih harus menjelaskan kapan barang mulai dikuasai, berapa lama, siapa yang memberikan, dan apa yang hendak dilakukan. Apabila keterangan tentang penyerahan kepada orang lain tidak terkonfirmasi, konstruksi penguasaan mungkin lebih kuat daripada konstruksi perantaraan. Sebaliknya, bukti komunikasi dan titipan uang dapat menggeser penilaian menuju transaksi atau penyerahan.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, ketentuan penguasaan narkotika juga tercermin dalam Pasal 609. Perubahan ini perlu dibaca bersama ketentuan khusus narkotika dan asas waktu berlakunya hukum pidana. Penyidik dan penuntut umum harus mencantumkan dasar hukum yang sesuai dengan tanggal perbuatan serta ketentuan peralihan. Kesalahan memilih dasar dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika dokumen perkara menggunakan rumusan primer dan subsider dari rezim hukum yang berbeda.

Proposal mencatat penerapan Pasal 114 ayat (1) sebagai dugaan utama dan Pasal 609 ayat (1) huruf a sebagai ketentuan subsider. IPDA Zunaedy menerangkan bahwa konstruksi semacam itu perlu didiskusikan dengan penuntut umum melalui koordinasi berkas agar tidak terjadi tumpang tindih. AIPDA Martin menambahkan bahwa uraian fakta harus tetap sama meskipun dasar pasal disusun berlapis. Pasal bukan pengganti fakta; justru fakta perolehan, penguasaan, titipan, dan tujuan penyerahan yang menentukan pasal mana paling tepat.

Pasal 114 ayat (1) mencakup beberapa bentuk perbuatan yang berkaitan langsung dengan peredaran, antara lain membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika golongan I. Setiap kata kerja memiliki makna pembuktian tersendiri. Membeli memerlukan hubungan pertukaran, menerima memerlukan peralihan penguasaan, perantara memerlukan kontribusi menghubungkan transaksi, sedangkan menyerahkan memerlukan perpindahan barang kepada pihak lain. Penyidik harus memilih bentuk yang didukung fakta dan tidak sekadar menyalin seluruh alternatif rumusan pasal.

Keterangan Mhd. Roni memuat unsur pembelian dari Ijal dan rencana menyerahkan kepada orang yang menitipkan uang. Akan tetapi, uang disebut telah dipakai membeli nasi, kemudian sabu diperoleh dengan berutang. Menurut IPDA Zunaedy, rangkaian ini perlu diuji untuk menentukan apakah transaksi dilakukan atas nama tersangka atau atas permintaan pihak lain. AIPDA Martin menilai bahwa identitas pemberi titipan, waktu pemberian uang, lokasi pertemuan, dan kesepakatan pengembalian utang merupakan fakta penting untuk membuktikan peran sebagai pembeli sekaligus penghubung.

Perantara bukan hanya orang yang menerima keuntungan atau komisi. Secara fungsional, perantara adalah pihak yang membantu menghubungkan penjual dengan pembeli sehingga transaksi dapat berlangsung. Meski demikian, harus ada kesadaran bahwa yang dihubungkan adalah transaksi narkotika dan terdapat tindakan nyata yang memudahkan perolehan atau penyerahan. Hubungan pertemanan, pengetahuan tentang penjual, atau keberadaan di lokasi transaksi belum cukup apabila tidak disertai kontribusi konkret terhadap perpindahan barang.

Dalam kasus ini, Mhd. Roni disebut menerima permintaan membeli sabu dari seseorang yang sering ditemui di pelabuhan, lalu mendatangi Ijal untuk memperoleh barang. Fakta tersebut secara awal menggambarkan fungsi penghubung. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa pembuktian harus mencari pihak pemesan dan penjual agar keterangan tersangka tidak berdiri sendiri. AIPDA Martin menambahkan bahwa telepon genggam dapat diperiksa secara sah untuk menemukan komunikasi, tetapi ketiadaan pesan tidak otomatis membatalkan peran karena transaksi jaringan kecil sering dilakukan secara lisan dan tatap muka.

Peran kurir atau pengantar terbentuk ketika seseorang membawa narkotika dari satu pihak kepada pihak lain dengan pengetahuan yang cukup tentang barang yang dibawa. Pelaku tidak harus mengetahui struktur jaringan secara keseluruhan. Namun, penyidik harus membuktikan penguasaan, tujuan pengantaran, dan kesadaran terhadap sifat barang. Jika seseorang hanya ditemukan membawa narkotika tanpa bukti tujuan penyerahan, kualifikasi sebagai kurir tidak boleh disimpulkan berdasarkan dugaan semata.

Mhd. Roni belum sempat menyerahkan barang karena ditangkap ketika sabu masih berada dalam penguasaannya. Menurut IPDA Zunaedy, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai tahap sebelum penyerahan, tetapi harus ditautkan dengan permintaan pihak pemesan dan tindakan persiapan yang nyata. AIPDA Martin menjelaskan bahwa arah perjalanan, lokasi penangkapan, keberadaan telepon genggam, serta keterangan tentang pelabuhan perlu direkonstruksi. Analisis ini menentukan apakah tersangka sedang menuju penerima, menunggu instruksi, atau sekadar menguasai barang untuk kepentingan lain.

Pasal 127 mengatur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pembedaan antara penyalahguna dan pihak yang terlibat peredaran sangat penting karena tujuan penguasaan, pendekatan hukum, dan konsekuensi sanksinya berbeda. Barang bukti dalam jumlah kecil tidak selalu membuktikan penggunaan pribadi, sebagaimana jumlah kecil juga tidak otomatis menunjukkan peredaran. Penyidik harus menilai hasil pemeriksaan urine, alat penggunaan, riwayat konsumsi, keterangan saksi, cara memperoleh, dan rencana terhadap barang.

Dalam BAP, tersangka pernah disebut mengonsumsi sabu bersama Ijal dan Saroh, tetapi barang yang ditemukan dinyatakan akan diserahkan kepada pihak lain. IPDA Zunaedy menilai dua fakta tersebut harus dianalisis tanpa saling meniadakan: seseorang dapat menjadi pengguna sekaligus membantu transaksi. AIPDA Martin menambahkan bahwa pemeriksaan urine dan asesmen dapat menjelaskan penggunaan, sementara bukti titipan dan rencana penyerahan menjelaskan peran dalam peredaran. Hasil akhirnya dapat berupa konstruksi alternatif sesuai bukti yang paling kuat.

Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika mensyaratkan adanya kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan perbuatan terorganisasi memerlukan struktur atau hubungan yang lebih nyata daripada transaksi sesaat. Penyebutan beberapa nama tidak serta-merta membuktikan permufakatan atau organisasi. Harus ditemukan komunikasi kehendak, pembagian peran, pengulangan, atau pola kerja yang menunjukkan kerja sama sadar. Penerapan pemberatan tanpa bukti kesepakatan dapat mengaburkan batas antara pembeli biasa dan anggota jaringan.

Rangkaian nama Ijal, Saroh, Epan, dan orang di pelabuhan merupakan arah pengembangan, bukan bukti final struktur jaringan. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa penyidik perlu memeriksa siapa mengenal siapa, hubungan waktunya, serta apakah terdapat transaksi berulang. AIPDA Martin menyebut bahwa informasi Saroh mengenai Ijal dan keterangan Ijal mengenai Epan masih bersifat berantai apabila belum dikonfirmasi. Penyidik harus menghindari membangun permufakatan hanya dari cerita tersangka yang belum memperoleh dukungan alat bukti lain.

Dalam perkara yang melibatkan beberapa orang, pertanggungjawaban harus didasarkan pada kontribusi individual. Seseorang tidak dapat dihukum karena tindakan orang lain hanya karena berada dalam lingkungan atau jaringan yang sama. Analisis penyertaan memerlukan perbuatan membantu, menyuruh, turut melakukan, atau bentuk kerja sama lain yang disertai kesengajaan. Pendekatan individualisasi penting untuk membedakan aktor pemasok, penjual eceran, pemesan, penghubung, dan pembawa barang.

Menurut IPDA Zunaedy, Mhd. Roni harus diposisikan berdasarkan perbuatannya sendiri: menerima permintaan, mencari Ijal, memperoleh sabu, menguasai barang, dan diduga hendak menyerahkan. AIPDA Martin menambahkan bahwa Saroh dan Epan baru dapat ditempatkan dalam konstruksi hukum setelah diperiksa atau ditemukan bukti mandiri. Penyidik tidak boleh menutup kekurangan bukti dengan label “jaringan”. Label tersebut adalah hasil analisis hubungan antarpelaku, bukan titik awal untuk membebankan seluruh tindakan pihak lain kepada tersangka.

Hukum acara pidana yang berlaku pada 2026 mengakui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan alat lain yang diperoleh secara sah. Keragaman ini mendukung pengungkapan jaringan narkotika yang biasanya tidak dapat dibuktikan hanya dengan satu jenis bukti. Namun, setiap alat bukti harus autentik dan diperoleh tidak melawan hukum. Legalitas perolehan sama pentingnya dengan isi bukti karena bukti yang diperoleh secara tidak sah dapat kehilangan kekuatan pembuktian.

IPDA Zunaedy menyatakan bahwa perkara Mhd. Roni memerlukan kombinasi BAP, barang bukti sabu, hasil laboratorium, telepon genggam, keterangan petugas penangkap, dan hasil pengembangan terhadap pihak yang disebut. AIPDA Martin menekankan dokumentasi penyitaan serta pemeriksaan perangkat agar tidak muncul persoalan perubahan data atau akses tanpa dasar. Keterangan tersangka bermanfaat membuka arah penyidikan, tetapi harus diuji dengan alat bukti yang berdiri sendiri sebelum digunakan untuk menyimpulkan jaringan.

Undang-Undang Narkotika secara khusus mengakui informasi elektronik dan data rekaman sebagai alat bukti. Ketentuan ini relevan karena komunikasi jaringan sering berlangsung melalui telepon, pesan singkat, aplikasi, foto, atau catatan transaksi. Bukti elektronik dapat menunjukkan kontak, waktu komunikasi, lokasi, dan pola hubungan, tetapi tidak selalu langsung membuktikan isi transaksi. Autentikasi perangkat, pemilik akun, integritas data, dan konteks percakapan perlu dijelaskan agar bukti tidak ditafsirkan secara berlebihan.

Telepon genggam Vivo yang disita menjadi sarana potensial untuk menelusuri hubungan dengan Ijal atau pemesan. AIPDA Martin menerangkan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur, dibuatkan berita acara, dan sedapat mungkin menggunakan dukungan forensik digital. IPDA Zunaedy mengingatkan bahwa daftar kontak saja tidak membuktikan transaksi narkotika. Penyidik perlu mencari kesesuaian antara komunikasi, waktu perolehan barang, lokasi, keterangan saksi, dan peristiwa penangkapan. Ketiadaan data juga harus dicatat secara jujur, bukan diisi dengan asumsi.

Penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Standar ini bukan sekadar hitungan formal, melainkan menuntut alat bukti yang relevan terhadap perbuatan dan orang yang ditetapkan. Dalam kasus jaringan, bukti kepemilikan barang mungkin cukup untuk penguasaan, tetapi belum tentu cukup untuk perantaraan atau permufakatan. Oleh karena itu, kecukupan bukti harus dinilai per unsur dan per peran, bukan secara umum terhadap satu peristiwa narkotika.

Menurut IPDA Zunaedy, gelar perkara diperlukan untuk menilai apakah bukti hanya mendukung penguasaan atau telah menjangkau transaksi dengan pihak lain. AIPDA Martin menjelaskan bahwa BAP tersangka, keterangan petugas, barang bukti, dan hasil laboratorium harus dilihat bersama. Untuk membuktikan jaringan, pemeriksaan Ijal, Saroh, Epan, atau orang di pelabuhan dan data komunikasi sangat menentukan. Tanpa pengembangan tersebut, penyidik harus berhati-hati agar tidak mengajukan kesimpulan yang melampaui kekuatan bukti.

Berdasarkan keseluruhan analisis, pengaturan hukum keterlibatan pelaku dalam jaringan narkotika bertumpu pada bentuk perbuatan yang terbukti, bukan pada label jaringan semata. Penguasaan dapat diarahkan pada Pasal 112 atau Pasal 609, sedangkan pembelian, penerimaan, perantaraan, dan penyerahan diarahkan pada Pasal 114. Pasal 127 relevan apabila barang digunakan bagi diri sendiri, sedangkan Pasal 132 memerlukan bukti kesepakatan atau pola terorganisasi. Semua konstruksi tersebut wajib dibangun dengan hukum acara yang menjamin alat bukti sah dan pertanggungjawaban individual.

Dalam perkara Mhd. Roni, fakta awal menunjukkan penguasaan sabu, perolehan dari Ijal, permintaan dari orang lain, dan rencana penyerahan. Fakta itu cukup untuk dikembangkan, tetapi belum boleh menutup kemungkinan peran yang lebih ringan atau berbeda. Jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa hukum Indonesia menyediakan norma yang memadai untuk setiap bentuk keterlibatan, sementara ketepatan penerapannya bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan unsur pasal dengan tindakan konkret, pengetahuan, tujuan, dan bukti yang sah.

B. 
Pembuktian yang Dilakukan Penyidik Polres Batu Bara terhadap Keterlibatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Jaringan Narkotika

Pembuktian keterlibatan jaringan dimulai dari penetapan fakta awal yang objektif. Penyidik perlu mencatat sumber informasi, alasan mendatangi lokasi, identitas petugas, waktu tindakan, dan keadaan ketika tersangka ditemukan. Tahap awal menentukan legalitas tindakan berikutnya karena penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mempunyai dasar. Dalam perkara narkotika, tekanan untuk segera mengembangkan jaringan tidak boleh mengurangi ketelitian dalam mendokumentasikan peristiwa awal yang menjadi pintu masuk penyidikan.

BAP menyebut Mhd. Roni ditangkap pada Jumat, 10 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Gang Sentosa, Dusun VI, Desa Indrayaman. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa laporan petugas penangkap dan saksi di lokasi harus menerangkan mengapa tersangka diperiksa serta bagaimana barang ditemukan. AIPDA Martin menambahkan bahwa posisi telepon genggam, plastik klip, dan tersangka perlu didokumentasikan sebelum dipindahkan. Dokumentasi tersebut membantu membuktikan penguasaan dan mencegah perbedaan keterangan mengenai asal barang.

Tindakan paksa dalam penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, kebutuhan, dan prosedur yang ditentukan hukum. Tersangka berhak mengetahui alasan tindakan, perkara yang disangkakan, dan hak memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara jaringan, hak tersebut tidak menghambat pengembangan, tetapi justru membuat keterangan lebih dapat dipercaya. Informasi yang diperoleh melalui tekanan berisiko tidak akurat dan dapat mengarahkan penyidik pada orang yang salah.

IPDA Zunaedy menerangkan bahwa pemeriksaan Mhd. Roni harus dimulai dengan identitas, kondisi kesehatan, penjelasan hak, dan kesediaan memberikan keterangan. AIPDA Martin menambahkan bahwa setiap barang yang diambil dari tubuh atau benda milik tersangka harus disebutkan secara rinci dalam berita acara. Jika telepon genggam dibuka untuk mencari data, dasar dan ruang pemeriksaannya perlu dicatat. Proses yang tertib melindungi hak tersangka sekaligus menjaga hasil pengembangan agar dapat digunakan dalam tahapan penuntutan dan persidangan.

Penyitaan narkotika menuntut penyegelan dan berita acara yang memuat jenis, jumlah, tempat, waktu, dan pihak yang menyaksikan. Rantai penguasaan harus menunjukkan perpindahan barang dari petugas penangkap, penyidik, laboratorium, penyimpanan, hingga persidangan. Setiap celah dapat menimbulkan keraguan apakah barang yang diuji sama dengan barang yang ditemukan. Dalam perkara jaringan, integritas barang bukti menjadi dasar sebelum penyidik menghubungkannya dengan komunikasi dan peran pelaku.

AIPDA Martin menjelaskan bahwa plastik klip harus diberi identitas perkara dan disimpan terpisah dari barang lain. Telepon genggam juga perlu dicatat nomor identifikasi, kondisi, kartu SIM, dan aksesori. IPDA Zunaedy menegaskan bahwa kesalahan administrasi tidak selalu berarti barang tidak sah, tetapi dapat mengurangi keyakinan dan mempersulit penuntut umum. Karena itu, berita acara penyitaan, tanda terima laboratorium, dan hasil pemeriksaan harus memiliki nomor serta uraian yang konsisten.

Pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa zat yang disita merupakan narkotika dan menentukan golongannya. Hasil tersebut merupakan bukti ilmiah yang harus dihubungkan dengan barang yang disegel. Berat bruto dan netto perlu dibedakan karena ancaman pidana tertentu bergantung pada berat narkotika, bukan kemasan. Penyidik juga harus mencatat penggunaan sebagian sampel untuk pemeriksaan dan sisa barang agar rantai pembuktian tetap jelas.

Menurut kedua narasumber, hasil laboratorium tidak membuktikan siapa penjual atau penerima, tetapi mengonfirmasi objek pidana. Setelah hasil keluar, penyidik kembali menilai keterangan Mhd. Roni mengenai Ijal, Saroh, Epan, dan pihak pelabuhan. AIPDA Martin menyebut bahwa nomor segel dalam surat pengiriman harus sama dengan berita acara penyitaan. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa hasil laboratorium menjadi salah satu dasar penyusunan pasal, sedangkan unsur perantaraan memerlukan pembuktian hubungan dan tujuan.

Keterangan tersangka mempunyai nilai penting untuk menjelaskan kronologi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar menyatakan kesalahan. Keterangan di luar persidangan digunakan untuk membantu menemukan bukti dan harus didukung alat bukti lain. Prinsip ini sangat penting dalam perkara jaringan karena tersangka dapat keliru, menyembunyikan peran, atau menyebut nama pihak lain untuk mengurangi tanggung jawab. Penyidik perlu menguji konsistensi internal dan kesesuaiannya dengan fakta objektif.

Mhd. Roni memberikan keterangan mengenai sumber sabu, pemesan, harga, cara memperoleh dengan utang, dan rencana penyerahan. IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa setiap detail harus ditindaklanjuti: lokasi rumah Ijal, ciri pihak pelabuhan, hubungan dengan Saroh, dan cara mengetahui Epan. AIPDA Martin menambahkan bahwa pertanyaan perlu disusun terbuka agar jawaban muncul dari ingatan tersangka, bukan dari sugesti pemeriksa. Keterangan yang konsisten pada pemeriksaan berulang tetap memerlukan konfirmasi eksternal.

Ijal disebut sebagai orang yang memberikan sabu kepada tersangka. Untuk membuktikan hubungan ini, penyidik perlu mencari identitas lengkap, alamat, saksi pertemuan, komunikasi, serta kemungkinan transaksi lain. Satu nama panggilan dapat merujuk pada lebih dari satu orang sehingga identifikasi tidak boleh hanya berdasarkan penunjukan lisan. Jika Ijal ditemukan, pemeriksaannya harus berdiri mandiri dan dibandingkan dengan keterangan Mhd. Roni.

AIPDA Martin menerangkan bahwa pengembangan lapangan dapat dimulai dari lokasi Bagan Dalam dan pihak yang mengenal Ijal, dilakukan sesuai kewenangan dan tanpa membuka informasi perkara secara tidak perlu. IPDA Zunaedy menegaskan bahwa penyangkalan Ijal tidak otomatis menghapus keterangan tersangka, tetapi memerlukan bukti tambahan. Sebaliknya, pengakuan Ijal juga harus didukung data. Hubungan penjual-pembeli menjadi kuat apabila terdapat kesesuaian waktu, tempat, harga, ciri barang, komunikasi, dan saksi.

Saroh disebut sebagai pihak yang memberitahukan bahwa Ijal menjual sabu dan pernah menggunakan sabu bersama tersangka. Informasi ini dapat menjadi petunjuk arah, tetapi statusnya harus dibedakan antara apa yang dilihat sendiri dan apa yang hanya diceritakan. Keterangan saksi yang bernilai kuat adalah pengalaman langsung mengenai peristiwa. Cerita berantai perlu dikonfirmasi agar penyidik tidak membangun jaringan berdasarkan informasi yang semakin jauh dari sumber.

IPDA Zunaedy menyatakan bahwa Saroh perlu diperiksa mengenai kapan, di mana, dan dalam keadaan apa ia melihat transaksi atau penggunaan. AIPDA Martin menambahkan bahwa hubungan pribadi Saroh dengan Ijal dapat memengaruhi keterangan sehingga pertanyaan harus netral. Penyidik juga perlu melihat apakah Saroh mengetahui Epan secara langsung atau hanya mendengar dari Ijal. Pemisahan lapisan pengetahuan ini membuat peta jaringan lebih akurat dan mencegah penyebutan nama tanpa dasar.

Epan muncul dalam keterangan sebagai pihak yang disebut memasok sabu kepada Ijal. Posisi ini berpotensi menunjukkan mata rantai di atas penjual, tetapi informasinya masih berasal dari percakapan yang diceritakan kembali. Pembuktian terhadap pemasok memerlukan alat bukti mandiri seperti komunikasi, transaksi, pengamatan yang sah, barang bukti, atau keterangan saksi langsung. Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang hanya karena namanya disebut oleh tersangka melalui pihak lain.

Menurut IPDA Zunaedy, nama Epan harus ditempatkan sebagai informasi pengembangan, bukan kesimpulan. AIPDA Martin menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ijal menjadi langkah penting untuk memverifikasi apakah Epan benar ada dan mempunyai hubungan dengan barang yang disita. Apabila tidak ditemukan bukti, berkas Mhd. Roni tetap dapat dilanjutkan berdasarkan perbuatannya sendiri. Pemisahan ini menjaga agar kegagalan mengungkap pemasok tidak menghapus bukti penguasaan atau perantaraan yang telah tersedia.

Orang yang disebut sering ditemui di pelabuhan dan bekerja sebagai nelayan mempunyai posisi penting karena diduga memberikan uang serta meminta tersangka membeli sabu. Identitas yang tidak lengkap menjadi kendala utama. Penyidik perlu menggali ciri fisik, nama panggilan, kapal, kelompok kerja, waktu pertemuan, lokasi biasa, dan siapa yang mengenalkan. Pertanyaan rinci dapat mengubah deskripsi umum menjadi informasi yang dapat diverifikasi.

AIPDA Martin menerangkan bahwa penelusuran perlu dilakukan hati-hati karena pelabuhan merupakan ruang dengan banyak orang dan hubungan kerja tidak selalu tercatat formal. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa penyidik harus menghindari pemeriksaan massal yang tidak terarah. Data komunikasi, saksi yang melihat pemberian uang, atau pengenalan tersangka terhadap foto dapat membantu. Jika orang tersebut tidak ditemukan, keterangan mengenai titipan tetap dinilai, tetapi bobotnya terhadap konstruksi jaringan menjadi terbatas.

Rangkaian uang Rp30.000,00 mempunyai arti penting tetapi juga menimbulkan kompleksitas. Tersangka menyebut menerima uang untuk membeli sabu, menggunakan uang tersebut untuk membeli nasi, lalu meminta sabu kepada Ijal dengan cara berutang. Secara hukum, perantaraan tidak selalu mensyaratkan uang titipan yang sama digunakan dalam transaksi, tetapi penyidik harus membuktikan hubungan kausal antara permintaan pemesan dan perolehan barang dari penjual.

IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa pemeriksaan perlu menggali kesepakatan penggantian uang, kapan utang kepada Ijal akan dibayar, dan apakah tersangka memperoleh imbalan. AIPDA Martin menambahkan bahwa keterangan mengenai warung tempat membeli nasi, saksi pemberian uang, dan komunikasi setelah perolehan barang dapat menguatkan atau melemahkan cerita. Detail yang tampak kecil tersebut menentukan apakah tersangka benar menjalankan pesanan, membeli untuk dirinya sendiri, atau menyusun alasan setelah tertangkap.

Telepon genggam dapat menyimpan daftar panggilan, pesan, akun, foto, lokasi, dan informasi lain yang relevan. Pemeriksaan harus menjaga integritas data serta menghubungkannya dengan pemilik dan waktu kejadian. Tangkapan layar tanpa asal yang jelas lebih lemah dibanding ekstraksi yang dapat diaudit. Selain itu, penyidik perlu membedakan komunikasi biasa dengan komunikasi yang menunjukkan transaksi narkotika agar hubungan sosial tidak disalahartikan sebagai hubungan pidana.

AIPDA Martin menjelaskan bahwa perangkat Vivo perlu diamankan dari perubahan data dan dicatat kondisinya. Jika terdapat pesan dengan Ijal atau pihak pelabuhan, isi dan konteks harus diperiksa secara lengkap, bukan hanya satu kalimat. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa ketiadaan pesan dapat terjadi karena komunikasi lisan, penghapusan, atau penggunaan perangkat lain. Karena itu, bukti digital adalah bagian dari rangkaian, bukan satu-satunya ukuran keberadaan jaringan.

Petugas penangkap merupakan saksi penting mengenai keadaan awal, lokasi barang, tindakan tersangka, dan proses penyitaan. Keterangan antarpersonel harus diperiksa secara terpisah agar penyidik dapat melihat persesuaian alami, bukan jawaban yang dibuat seragam. Perbedaan kecil tidak selalu menunjukkan ketidakbenaran, tetapi perbedaan mengenai tempat barang ditemukan atau siapa yang pertama melihat dapat memengaruhi pembuktian penguasaan.

Menurut IPDA Zunaedy, laporan penangkapan harus disandingkan dengan BAP saksi dan dokumentasi. AIPDA Martin menyebut pertanyaan pokok meliputi posisi tersangka, jarak petugas, keadaan pencahayaan, tindakan ketika didekati, dan penemuan plastik klip. Petugas juga perlu menjelaskan siapa yang memegang telepon genggam setelah penyitaan. Keterangan yang rinci membantu memastikan bahwa barang tidak berasal dari tempat lain dan bahwa proses berjalan sesuai prosedur.

Rekonstruksi kronologi berfungsi menguji apakah cerita tersangka mungkin terjadi secara waktu dan ruang. Penyidik perlu menyusun garis waktu sejak permintaan membeli sabu, pemberian uang, pembelian nasi, pertemuan dengan Ijal, penerimaan barang, perjalanan, hingga penangkapan. Setiap tahap dibandingkan dengan komunikasi, saksi, dan jarak lokasi. Kronologi yang logis memperkuat konstruksi peran, sedangkan ketidaksesuaian harus diklarifikasi sebelum berkas disimpulkan.

Dokumen proposal memuat penangkapan pada 10 April 2026 tetapi perolehan sabu disebut terjadi pada 21 April 2026, yaitu setelah tanggal penangkapan. Kedua narasumber menilai ketidaksesuaian ini wajib diperbaiki melalui pemeriksaan tambahan atau pencocokan dokumen asli. Penyidik tidak boleh memilih tanggal yang dianggap paling masuk akal tanpa dasar. Koreksi harus dijelaskan dalam berita acara agar penuntut umum dan pengadilan mengetahui sumber kekeliruan dan kronologi yang benar.

Peran dalam jaringan memerlukan pembuktian unsur batin berupa pengetahuan dan kehendak. Penyidik perlu menunjukkan bahwa tersangka mengetahui barang adalah sabu dan secara sadar melakukan tindakan untuk memperoleh atau menyerahkannya. Pengetahuan dapat disimpulkan dari cara transaksi, harga, pengalaman sebelumnya, penyembunyian, bahasa komunikasi, atau pengakuan. Namun kesimpulan tersebut harus berasal dari fakta, bukan asumsi bahwa setiap orang yang membawa klip kecil pasti mengetahui isinya.

Mhd. Roni disebut pernah mengonsumsi sabu bersama Ijal dan Saroh serta mengetahui Ijal sebagai penjual. IPDA Zunaedy menilai pengalaman ini relevan untuk menunjukkan pengetahuan terhadap jenis barang. AIPDA Martin menambahkan bahwa cara menempatkan plastik pada telepon genggam dan uraian mengenai harga dapat mendukung kesadaran. Meski demikian, penyidik tetap menanyakan apakah barang pernah dibuka, siapa yang membungkus, dan apa yang dikatakan Ijal ketika menyerahkan.

Gelar perkara menjadi forum pengawasan untuk menilai kelengkapan fakta, kecukupan alat bukti, dan ketepatan pasal. Dalam perkara dengan kemungkinan peran ganda, gelar membantu membedakan penguasaan, penggunaan, perantaraan, dan permufakatan. Peserta gelar harus menguji bukti yang memberatkan serta meringankan. Hasil gelar dituangkan secara jelas agar keputusan tidak hanya bergantung pada pendapat pribadi penyidik.

IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa gelar perkara Mhd. Roni perlu membahas status orang yang memesan, hasil pencarian Ijal, data telepon, laboratorium, dan ketidaksesuaian tanggal. AIPDA Martin menambahkan bahwa apabila pengembangan belum menemukan pihak lain, penyidik harus menyatakan batas bukti secara terbuka. Gelar dapat merekomendasikan pemeriksaan tambahan atau menyusun pasal alternatif. Pendekatan ini menjaga agar perkara tetap maju tanpa memaksakan label jaringan yang belum terbukti.

Koordinasi dengan penuntut umum membantu menyamakan pemahaman mengenai unsur yang harus dibuktikan dan kekurangan berkas. Dalam tindak pidana narkotika, perbedaan antara Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127, Pasal 132, dan Pasal 609 mempunyai konsekuensi besar. Penyidik perlu menyampaikan fakta secara lengkap dan terbuka terhadap petunjuk yang relevan. Koordinasi bukan penyerahan independensi, melainkan mekanisme agar perkara dibangun sejak awal dengan standar pembuktian persidangan.

Menurut IPDA Zunaedy, isu utama yang perlu dikonsultasikan adalah peran perantara, dasar hukum setelah penyesuaian pidana, dan bukti terhadap pihak lain. AIPDA Martin menyebut bahwa dokumen tambahan, hasil pemeriksaan perangkat, dan koreksi kronologi harus disampaikan ketika tersedia. Apabila penuntut umum menilai bukti jaringan belum cukup, penyidik dapat memperkuat pengembangan atau memfokuskan dakwaan pada perbuatan yang paling terbukti. Ketepatan lebih penting daripada banyaknya pasal.

Pembuktian yang baik tidak menilai alat bukti secara terpisah. Barang bukti menunjukkan objek dan penguasaan, laboratorium menunjukkan jenis narkotika, saksi menunjukkan proses penemuan, keterangan tersangka menjelaskan asal dan tujuan, sedangkan bukti elektronik dapat memperlihatkan hubungan. Kekuatan muncul ketika bagian-bagian tersebut saling mendukung dan tidak mempunyai pertentangan mendasar. Jika terdapat konflik, penyidik wajib mencari penjelasan, bukan menutupi dengan kesimpulan umum.

AIPDA Martin menerangkan bahwa matriks pembuktian dapat digunakan untuk menghubungkan setiap unsur pasal dengan bukti yang tersedia. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa fakta yang belum terkonfirmasi harus diberi status sebagai informasi pengembangan. Dalam perkara Mhd. Roni, penguasaan relatif jelas, sedangkan transaksi dengan pihak pelabuhan dan rantai sampai Epan memerlukan dukungan. Penyusunan yang jujur membantu hakim membedakan apa yang terbukti dan apa yang masih berupa dugaan.

Pembuktian keterlibatan Mhd. Roni dilakukan melalui penggabungan barang bukti sabu, telepon genggam, keterangan petugas, hasil laboratorium, keterangan tersangka, serta pengembangan terhadap Ijal, Saroh, Epan, dan orang yang memesan di pelabuhan. Penyidik harus menjaga rantai barang bukti, menguji kronologi, memeriksa data elektronik secara sah, dan memastikan setiap nama mempunyai dukungan mandiri. Keterangan tersangka membuka arah penyidikan tetapi tidak cukup sendirian untuk membuktikan jaringan.

Jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa penyidik membangun pembuktian dari peristiwa penangkapan menuju pemetaan hubungan antarpelaku. Penguasaan barang dapat dibuktikan lebih awal, sedangkan peran sebagai perantara memerlukan bukti permintaan, hubungan dengan penjual, dan tujuan penyerahan. Ketidaksesuaian tanggal harus dikoreksi secara resmi. Gelar perkara dan koordinasi penuntut umum kemudian menentukan apakah bukti cukup untuk Pasal 114 atau hanya mendukung pasal penguasaan dan peran yang lebih terbatas.

C. 
Kendala yang Dihadapi Penyidik Polres Batu Bara dalam Membuktikan Keterlibatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Jaringan Narkotika

Jaringan narkotika umumnya bersifat tertutup, menggunakan hubungan berlapis, dan membatasi informasi yang diketahui setiap pelaku. Seseorang dapat hanya mengenal penjual langsung tanpa mengetahui pemasok di atasnya. Struktur demikian menyulitkan penyidik membuktikan keseluruhan rantai dari satu penangkapan. Kegagalan menemukan pemasok bukan selalu akibat kurangnya penyidikan, tetapi dapat berasal dari desain jaringan yang memutus hubungan antarlevel.

IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa Mhd. Roni hanya memberikan jalur Ijal, Saroh, dan Epan, sementara pihak pemesan tidak diketahui identitasnya. AIPDA Martin menambahkan bahwa nama panggilan dan informasi lisan membuat verifikasi memerlukan waktu. Penyidik harus menentukan prioritas: menyelesaikan perbuatan tersangka yang telah terbukti sambil tetap mengembangkan pihak lain. Pengembangan tidak boleh menunda kepastian perkara tanpa alasan, tetapi juga tidak boleh dihentikan hanya karena tersangka mengaku tidak mengetahui struktur lebih luas.

Kendala pertama yang nyata adalah identitas pihak lain yang tidak lengkap. Nama panggilan, lokasi umum, atau pekerjaan sebagai nelayan belum cukup untuk pemanggilan dan pemeriksaan. Penyidik perlu mengubah informasi tersebut menjadi ciri yang dapat ditelusuri melalui saksi, dokumen, nomor telepon, atau pengenalan. Proses ini rentan salah sasaran apabila lingkungan mempunyai banyak orang dengan nama atau ciri serupa.

AIPDA Martin menerangkan bahwa tersangka harus diminta menggambarkan ciri fisik, kebiasaan, kapal, teman kerja, dan titik pertemuan. IPDA Zunaedy menegaskan bahwa pengenalan foto harus dilakukan secara hati-hati agar tidak sugestif. Jika identitas tidak ditemukan, berkas mencatat upaya yang telah dilakukan. Transparansi mengenai kegagalan identifikasi lebih baik daripada mencantumkan pihak “DPO” tanpa dasar identitas yang cukup.

Perkara jaringan sering bermula dari pengakuan satu tersangka. Keterangan tersebut penting tetapi mengandung risiko pembelaan diri, pengalihan kesalahan, atau kekeliruan ingatan. Hukum acara menuntut dukungan alat bukti lain. Kendala muncul ketika transaksi berlangsung tatap muka tanpa saksi dan komunikasi digital. Penyidik harus menilai konsistensi, detail spontan, dan fakta yang hanya mungkin diketahui pelaku, tetapi tetap tidak boleh menjadikan konsistensi sebagai pengganti pembuktian.

IPDA Zunaedy menyampaikan bahwa keterangan Mhd. Roni mengenai Ijal dapat menjadi kuat apabila lokasi, ciri, dan harga sesuai dengan bukti lain. AIPDA Martin menambahkan bahwa pengulangan pertanyaan perlu dilakukan pada waktu berbeda tanpa tekanan. Jika jawaban berubah, penyidik mencari penyebab dan bukti pembanding. Tidak semua perubahan berarti bohong; kelelahan, ketakutan, atau pertanyaan yang kurang jelas dapat memengaruhi. Pemeriksaan yang profesional meningkatkan kualitas informasi pengembangan.

Bukti digital dapat terhapus, menggunakan akun sementara, perangkat lain, atau komunikasi lisan. Telepon yang disita juga mungkin tidak memuat percakapan karena jaringan kecil menghindari pesan tertulis. Kendala ini membuat ketiadaan data tidak dapat langsung diartikan tidak ada hubungan, tetapi juga tidak boleh diisi dengan dugaan. Penyidik perlu mencari sumber lain seperti catatan operator yang sah, saksi, lokasi, dan pola pertemuan.

AIPDA Martin menjelaskan bahwa pemeriksaan perangkat harus dilakukan secepat dan seaman mungkin agar data tidak berubah. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa permintaan data kepada penyelenggara harus mempunyai dasar dan ruang lingkup yang proporsional. Jika bukti digital tidak ditemukan, kesimpulan berkas harus menyesuaikan. Konstruksi perantaraan mungkin masih didukung oleh saksi dan tindakan nyata, tetapi kekuatan untuk menyebut jaringan lebih luas menjadi berkurang.

Wilayah pesisir dan pelabuhan mempunyai mobilitas tinggi, hubungan kerja informal, serta lalu lintas orang yang berubah. Kondisi ini dapat memudahkan pertemuan singkat dan menyulitkan identifikasi orang yang hanya dikenal dari wajah atau pekerjaan. Jaringan juga dapat berpindah lokasi ketika mengetahui penangkapan. Penyelidikan perlu memahami konteks sosial tanpa menstigma komunitas nelayan sebagai bagian dari peredaran narkotika.

Menurut IPDA Zunaedy, penelusuran di pelabuhan harus berbasis informasi spesifik dan melibatkan personel yang memahami wilayah. AIPDA Martin menekankan pentingnya mencatat waktu biasa tersangka bertemu pemesan, nama kapal, dan orang yang dapat mengonfirmasi. Pendekatan persuasif kepada masyarakat dapat membantu, tetapi kerahasiaan perkara harus dijaga agar pihak yang dicari tidak melarikan diri dan saksi tidak mendapat tekanan.

Jumlah barang yang kecil sering menimbulkan perdebatan apakah pelaku pengguna, pembeli, atau pengantar. Hukum tidak menetapkan bahwa jumlah kecil selalu untuk konsumsi sendiri. Penilaian harus melihat kemasan, alat penggunaan, hasil urine, komunikasi, titipan uang, keuntungan, dan tujuan perjalanan. Kendala muncul ketika fakta mendukung lebih dari satu kemungkinan, sehingga penyidik perlu menyusun pasal alternatif tanpa mengabaikan prinsip ketepatan peran.

Dalam perkara ini, harga Rp30.000,00 dan satu klip dapat tampak sebagai skala kecil. Namun keterangan bahwa barang akan diserahkan kepada orang lain menunjukkan arah peredaran. IPDA Zunaedy menilai bukti tujuan lebih menentukan daripada jumlah semata. AIPDA Martin menambahkan bahwa apabila tersangka juga pengguna, asesmen dan hasil urine perlu masuk berkas. Kombinasi peran harus dijelaskan, bukan dipaksa menjadi satu kategori hanya karena barang sedikit.

Ketidaksesuaian tanggal merupakan kendala serius karena menyangkut kemungkinan kronologi. Jika tanggal perolehan barang berada setelah penangkapan, uraian faktual menjadi mustahil. Kekeliruan dapat berasal dari pengetikan, pengingatan, atau penyalinan, tetapi penyidik tidak boleh membiarkannya. Koreksi dokumen harus mengikuti prosedur, didukung pemeriksaan tambahan, dan tidak mengubah substansi tanpa penjelasan.

IPDA Zunaedy menegaskan bahwa tanggal 10 April dan 21 April 2026 harus dicocokkan dengan laporan penangkapan, surat perintah, catatan penyitaan, dan pemeriksaan awal. AIPDA Martin menyatakan bahwa tersangka serta petugas dapat dimintai klarifikasi. Berita acara tambahan mencantumkan alasan koreksi. Penanganan terbuka mencegah anggapan rekayasa dan membantu penuntut umum memahami apakah kesalahan hanya administratif atau memengaruhi pembuktian perbuatan.

Kesengajaan berada dalam batin pelaku sehingga dibuktikan melalui keadaan lahiriah. Dalam jaringan kecil, tersangka dapat berdalih tidak mengetahui isi barang atau hanya menolong teman. Penyidik perlu melihat pengalaman sebelumnya, cara memperoleh, penyembunyian, bahasa transaksi, dan tindakan setelah menerima barang. Kendala terjadi apabila tidak ada rekaman dan keterangan pihak lain belum diperoleh.

AIPDA Martin menerangkan bahwa riwayat penggunaan bersama Ijal dan Saroh relevan terhadap pengetahuan Mhd. Roni tentang sabu. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa penempatan klip pada telepon dan uraian harga memperkuat kesadaran. Namun penyidik tetap harus menghindari pertanyaan yang memaksakan jawaban. Kesimpulan kesengajaan harus lahir dari rangkaian fakta yang masuk akal dan dapat dijelaskan dalam berkas.

Satu orang dapat mempunyai beberapa hubungan dengan narkotika: menggunakan, membeli, dan mengantarkan. Kendala yuridis timbul ketika bukti setiap peran tidak sama kuat. Penerapan pasal yang paling berat tanpa analisis dapat mengabaikan tujuan rehabilitatif bagi pengguna, sedangkan hanya menggunakan pasal pengguna dapat menutup kontribusi peredaran. Penyidik harus memetakan setiap tindakan dan membuktikannya secara terpisah.

IPDA Zunaedy menjelaskan bahwa hasil urine dan riwayat konsumsi menjawab status penggunaan, sedangkan titipan uang dan rencana penyerahan menjawab perantaraan. AIPDA Martin menambahkan bahwa asesmen tidak menggantikan pembuktian transaksi. Gelar perkara perlu membahas kemungkinan peran kumulatif dan memilih konstruksi yang sesuai. Pembedaan ini merupakan inti keadilan karena sanksi harus sebanding dengan tindakan nyata, bukan citra umum tentang pelaku narkotika.

Saksi dalam perkara narkotika dapat takut memberi keterangan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau kekhawatiran terhadap jaringan. Di komunitas kecil, identitas saksi mudah diketahui. Kendala ini memengaruhi kesediaan mengonfirmasi transaksi atau identitas penjual. Penyidik perlu membangun kepercayaan, menjelaskan perlindungan hukum, dan menjaga informasi sesuai kebutuhan tanpa menjanjikan hal di luar kewenangan.

AIPDA Martin menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan di tempat yang aman dan pertanyaan difokuskan pada apa yang dilihat sendiri. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa tekanan kepada saksi justru menghasilkan keterangan lemah. Jika masyarakat enggan, bukti lain seperti komunikasi, dokumen, dan pengamatan yang sah menjadi lebih penting. Kerja sama dengan tokoh setempat dapat membantu sepanjang tidak membuka rahasia penyidikan atau menimbulkan stigma.

Kesalahan dalam penyegelan, penyimpanan, pemeriksaan perangkat, atau dokumentasi dapat menimbulkan keberatan terhadap bukti. Penyidik menghadapi tekanan waktu untuk mengembangkan jaringan, tetapi tidak boleh mengorbankan legalitas. Tindakan yang melampaui kewenangan dapat membuat bukti tidak dapat digunakan dan merusak seluruh perkara. Standar operasional, supervisi, dan pencatatan menjadi perlindungan bagi penyidik serta tersangka.

IPDA Zunaedy menyatakan bahwa setiap pengembangan harus tetap berangkat dari surat perintah dan hasil gelar bila diperlukan. AIPDA Martin menekankan daftar serah terima barang bukti dan dokumentasi akses perangkat. Jika ditemukan kesalahan, penyidik harus melaporkan dan memperbaiki sebatas yang diperbolehkan, bukan menyembunyikan. Integritas proses lebih penting daripada mempertahankan narasi perkara yang tampak sempurna.

Nama pihak lain dapat berada di lokasi berbeda atau berkaitan dengan kewenangan satuan lain. Koordinasi dibutuhkan untuk pencarian, pemeriksaan, laboratorium, forensik digital, dan penuntutan. Kendala muncul ketika informasi terlambat, format dokumen berbeda, atau prioritas satuan tidak sama. Tanpa koordinasi, pihak yang dicari dapat berpindah dan data penting hilang.

Menurut IPDA Zunaedy, penyidik utama menetapkan kebutuhan pengembangan dan membagi tugas secara jelas. AIPDA Martin menambahkan bahwa hasil setiap langkah harus segera dimasukkan ke berkas agar tim lain memahami perkembangan. Koordinasi dengan penuntut umum membantu menentukan bukti yang paling mendesak. Apabila jaringan melampaui wilayah, permintaan bantuan harus spesifik mengenai identitas, lokasi, dan tindakan yang diperlukan.

Pengungkapan jaringan memerlukan waktu, personel, biaya operasional, laboratorium, dan kemampuan forensik digital. Perkara skala kecil tetap dapat membuka jaringan, tetapi satuan harus menentukan prioritas berdasarkan kualitas informasi. Keterbatasan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan bukti, namun penyidik juga tidak mungkin menelusuri setiap nama tanpa indikator yang cukup. Manajemen perkara membantu memusatkan sumber daya pada langkah yang paling berpeluang menghasilkan bukti.

AIPDA Martin menyebut kebutuhan pelatihan pemeriksaan perangkat, penyusunan kronologi, dan analisis hubungan komunikasi. IPDA Zunaedy menambahkan bahwa supervisi penyidik berpengalaman dapat mencegah kesalahan pasal dan dokumentasi. Dalam perkara Mhd. Roni, prioritas logis adalah mengidentifikasi Ijal dan pemesan karena keduanya berhubungan langsung dengan perolehan serta tujuan barang, sebelum memperluas pengembangan kepada Epan yang informasinya lebih berlapis.

Strategi penyelesaian kendala harus menggabungkan pemeriksaan tambahan, verifikasi identitas, analisis perangkat yang sah, penguatan rantai barang bukti, rekonstruksi kronologi, gelar perkara, dan koordinasi penuntut umum. Setiap langkah diarahkan pada unsur yang belum terpenuhi. Pendekatan terukur lebih efektif daripada pengembangan luas tanpa fokus, karena hasilnya dapat dinilai dan dicatat dalam berkas.

IPDA Zunaedy menyarankan pembuatan peta hubungan yang membedakan fakta terkonfirmasi, keterangan tunggal, dan informasi yang belum diverifikasi. AIPDA Martin menambahkan matriks waktu dan alat bukti untuk mendeteksi pertentangan. Ketidaksesuaian tanggal diperbaiki melalui berita acara tambahan, sedangkan pihak tidak dikenal ditelusuri dari ciri spesifik. Jika setelah upaya wajar bukti jaringan tetap tidak cukup, pasal diterapkan berdasarkan perbuatan yang paling terbukti.

Kendala penyidik Polres Batu Bara meliputi sifat jaringan yang tertutup, identitas pihak yang tidak lengkap, ketergantungan pada keterangan tersangka, keterbatasan bukti digital, mobilitas wilayah pelabuhan, jumlah barang kecil, ambiguitas peran, ketidaksesuaian tanggal, kesulitan membuktikan kesengajaan, keengganan saksi, dan kebutuhan menjaga legalitas barang bukti. Kendala tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan menambah pertanyaan kepada tersangka.

Jawaban atas rumusan masalah ketiga adalah bahwa pembuktian jaringan membutuhkan pengembangan yang terarah dan kesediaan mengakui batas bukti. Penyidik perlu memprioritaskan pihak yang berhubungan langsung, mengoreksi dokumen secara resmi, memanfaatkan bukti elektronik secara sah, dan menguji pasal melalui gelar serta koordinasi. Apabila jaringan lebih luas tidak terbukti, pertanggungjawaban Mhd. Roni tetap ditentukan berdasarkan penguasaan, pembelian, atau perantaraan yang didukung alat bukti, bukan berdasarkan dugaan yang belum terkonfirmasi.
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